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P  U  T  U  S  A  N

Nomor 1220/Pdt.G/2021/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Samarinda yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  Majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati swasta, pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota

Samarinda, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat,  umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan

SD,  tempat  kediaman  di  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota

Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi

di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2021, yang

telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Samarinda dengan  Nomor

1220/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal  5  Agustus  2021,  telah  mengajukan  gugatan

perceraian terhadap Tergugat  dengan  mengemukakan  dalil-dalil  pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan  Tergugat  pada

tanggal  05  April  2019  di  hadapan  Pejabat  PPN  KUA Kecamatan Sungai

Kunjang  Kota  Samarinda Provinsi  Kalimantan  Timur   dengan  Kutipan  Akta

Nikah Nomor : 0230/20/IV/2019 tanggal 05 April 2019;
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2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun sebagimana

layaknya suami  istri  dengan baik,  telah berhubungan badan dan keduannya

bertempat tinggal bersama semula di rumah sewaan di Kota Samarinda selama

1 tahun kemudian pinbadah dan terakhir di rumah Orangtua Penggugat di Kota

Samarinda selama 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa kehidupan  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dan

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  sulit

didamaikan sejak bulan Desember tahun 2020;

5. Bahwa  penyebab terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal

yang  kecil  Tergugat  langsung  marah,  seperti  masalah  Penggugat  tidak

memberikan uang kepada Tergugat, Tergugat marah dan tidak pernah berusaha

untuk membicarakan dan menasehati Penggugat secara baik-baik tetapi selalu

saja  bersikap  kasar dengan  memukul  Penggugat  di  bagian  kaki,  hal  yang

demikian membuat Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun

Tergugat tidak ada i’tikad baik unutk berubah, dan dengan permasalahan yang

demikian semakin sulit unutk di hindari;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan

Juni tahun 2021 Penggugat  pergi dari rumah  orangtua Penggugat, dan sejak

saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana

layaknya pasangan suami isteri yang sah;

8. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah  tangga

Penggugat degan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan

Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan

sulit  diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,  maka Penggugat

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada  Majelis

Hakim untuk mejatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 
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Primer :

1. Mengambulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat)  terhadap Penggugat

(Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : 

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

dan  Tergugat telah  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  dan  sebelum

pemeriksaan  pokok perkara,  Majelis  Hakim telah  mewajibkan para  pihak  untuk

menempuh  proses  mediasai  dan  untuk  kepentingan  itu  Majelis  Hakim  telah

memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  berunding  guna  memilih

mediator  di antara  mediator  yang  telah  disediakan  oleh  Pengadilan  Agama

Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan

menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka

Ketua Majelis menunjuk mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Samarinda

bernama Khoirudin, S.H.I.,` dan hasil dari laporan mediator tersebut  menyatakan

bahwa mediasi tersebut tidak behasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa di samping upaya damai  melalui  proses mediasi,  Majelis  Hakim

selama persidangan  berlangsung  tetap  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat

agar rukun kembali sebagai suami-istri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap

ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasanya yang

sah untuk itu, meskipun kepadanya telah diperintahkan di depan persidangan dan

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama

Samarinda,  tanggal  3  September  2021,  yang  telah  dibacakan  di  depan

persidangan,  sedangkan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Termohon  tersebut

disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  sehingga  dengan  keadaan  yang
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demikian perkara ini  tetap dapat  diperiksa,  sekalipun keterangan Tergugat  tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  datang  lagi  setelah  sidang

Mediasi, maka hak jawab dari Tergugat harus dinyatakan gugur, dan pemeriksaan

dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1230/20/IV/2019, atas nama Penggugat

dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  Sungai Kunjang, Kota Samarinda,

tanggal  5  April  2019.  Alat  bukti  surat  tersebut  telah  bermetarai  dan  di-

nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis

telah diparaf dan diberi kode bukti P.;  

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I,  umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaaan ibu

rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota

Samarinda,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  sebagai

berikut:

 Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-istri,  namun  belum

dikaruniai anak;

 Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmoni lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2020;

 Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah

karena masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat, dan kalau

ditanya Tergugat marah;

 Bahwa kalau marah dan terjadi pertengkaran Tergugat kadang memukul

Penggugat;
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 Bahwa  sejak  Juni  2021  hingga  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah tempat  tinggal  setelah  Tergugat  pergi  dari  rumah orang tua

Penggugat;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI  II, umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaaan

karyawati  swasta,  tempat  tinggal  di  Kecamatan  Samarinda  Ulu,  Kota

Samarinda,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  sebagai

berikut:

 Bahwa saksi adalah kakak kakak kandung Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-istri,  namun  belum

dikaruniai anak;

 Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmoni lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2020;

 Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah

karena masalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat, dan kalau

ditanya Tergugat marah;

 Bahwa kalau marah dan terjadi pertengkaran Tergugat kadang memukul

Penggugat;

 Bahwa  sejak  Juni  2021  hingga  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah tempat  tinggal  setelah  Tergugat  pergi  dari  rumah orang tua

Penggugat;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

Bahwa,  Penggugat  telah  mencukupkan  bukti-buktinya  dan  tidak  akan

mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

gugatan Penggugat, dan telah mohon putusan;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk

kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
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yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim

dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang

menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan

mengenai  tempat  domisili  Tergugat  yang  berada  di  wilayah  hukum Pengadilan

Agama  Samarinda,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  66  Ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Perubahan  Kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama

Samarinda  berwenang  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan

perkara Penggugat;

Menimbang,  bahwa Penggugat juga mendalilkan  telah  menikah dengan

Tergugat  dan  belum  pernah  bercerai  sebagaimana  dikuatkan  dengan  bukti  P,

namun rumah  tangganya  sudah  tidak  harmonis  dan  bermaksud  ingin  bercerai

dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak  dan kedudukan

(legal standing)  untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (persona

standi in judicio) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan  jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hadir  sendiri  di  persidangan,  namun

Tergugat  hanya hadir  dalam sidang mediasi,  selanjutnya Tergugat  tidak  pernah

datang dan hadir lagi di persidangan;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  154  R.Bg.  dan  Pasal  4  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
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bahwa dalam perkara perdata  inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian

wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan

proses mediasi dengan mediator  bersertifikat. Adapun berdasarkan laporan hasil

mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan

damai (gagal);

Menimbang,  meskipun  telah  diupayakan  proses  mediasi,  namun

berdasarkan Pasal  82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

tetap  berusaha  mendamaikan  dengan  cara  menasihati  Penggugat  supaya

bersabar  dan  berupaya  supaya  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  sehingga  tetap  melanjutkan

proses persidangan;

Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,  dapat

disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  alasan  diajukannya  perkara  Cerai  Gugat  ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara

suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  untuk  dikabulkannya  gugatan  perceraian  karena

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur

sebagai  berikut:  (1)  rumah tangga sudah tidak  harmonis,  terus menerus terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran; (2)  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

menyebabkan  suami-isteri  tidak  ada  harapan  untuk  rukun  kembali;  dan (3)

Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya pernah hadir sekali dalam

sidang mediasi sehingga tidak dapat mengajukan jawabannya, maka dengan tidak

hadirnya  kembali  Tergugat di  persidangan  tersebut,  berarti  dalil-dalil  gugatan

Penggugat tidak  disanggah  oleh  Tergugat,  setiap  yang  tidak  disanggah  sama

dengan  diakui,  berarti  dalil-dalil  Penggugat tersebut  benar  dan  menjadi  tetap,
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namun  demikian  karena  perkara  ini  lex  spesialis adalah  perkara  perceraian,

berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015

huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat  dapat

dikabulkan  sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  maka  untuk

kesempurnaan  pemeriksaan  ini  wajib  didengar  saksi-saksi  yang  diajukan

Peenggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang

ternyata keterangan saksi–saksi  yang diajukan oleh  Penggugat  tersebut  secara

materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan

dan mendukung dalil-dalil  gugatan Penggugat,  sehingga telah memenuhi  syarat

formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian

tersebut  dapat  diterima  dan  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  serta

menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim

telah  menemukan  fakta-fakta hukum  di  persidangan  pada  pokoknya sebagai

berikut :

‒ bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-istri,  namun belum dikaruniai

anak;

‒ bahwa sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

‒ bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

‒ bahwa jika ditanya Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

‒ bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;

‒ bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021;

‒ bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18

Juni  1996,  bahwa  dalam  hal  perkara  perceraian  dengan  dalil  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  mengakibatkan  pecahnya  sebuah  rumah

tangga,  tidak  perlu  dilihat  dari  pihak  mana  datangnya  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang

perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri

apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah sulit

untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah,  apalagi kemudian diikuti

dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni

2021, maka dalam keadaan rumah tangga  Pemohon dan Termohon yang seperti

itu,  tujuan  perkawinan untuk  membentuk  rumah tangga  yang  bahagia,  sakinah

mawaddah warahmah sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud,

maka  terhadap  perkara  ini  Majelis  Hakim  tidak  mempermasalahkan  dari  pihak

siapa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

ddan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dirukunkan kembali, hal ini menunjukkan

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown)

sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat  rukun kembali

dalam  sebuah  rumah  tangga,  apabila  perkawinan  kedua  belah  pihak  tetap

dipertahankan akan  dapat  mendatangkan kemudlaratan bagi keduanya sehingga

tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu  mengemukakan qaidah fiqhiyah,

sebagai berikut :

المصالح      جلب على مقدّم المفاسد درء

Artinya  : “mencegah  kemudharatan  harus  lebih  diutamakan  daripada  menarik

kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil  yang

termaktub dalam Kitab Ghayatul Maram, sebagai berikut :

طلقة         القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشتدعدم وان

Artinya :  “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya   terhadap suaminya, di

saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan

talak satu;”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil

gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah
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memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia, karena itu  gugatan

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan

Kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009,  biaya  perkara  akan

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga

ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadila

n Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 M. bertepatan ta

nggal  2 Shafar 1443 H,  oleh Drs. Rusliansyah, S.H.,  sebagai Ketua Majelis,  H.

Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masi

ng sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang t

erbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didamping

i oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ratna Mayasari, A.Md., S.H., sebagai

Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hal.10 dari 11 hal. Pts. No.1220/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,    Hakim Anggota,

             H. Burhanuddin, S.H., M.H.         H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I 

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H. 

Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran :  Rp    30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK :  Rp    50.000,00
3. Panggilan :  Rp  225.000,00
4. P N B P :  Rp    20.000,00
5. Redaksi :  Rp    10.000,00
6. Meterai :  Rp       10  .000,00  

Jumlah     :  Rp  345.000,00 
                       (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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